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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis, setelah 

diadakannya penelitian serta pembahasan oleh penulis tentang Analisis Penerapan 

Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Diatas Bantaran Sungai Cijalupang Menurut 

Undang-Undangan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dihubungkan 

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, antara lain : 

1. Pemerintah masih belum bisa berintak tegas terhadap perumahan warga 

yang berada di atas Bantaran Sungai Cijalupang di Jalan Taruna Raya 

Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, 

padahal sudah sering terjadinnya luapan air sungai ke dataran tinggi 

sehingga menyebabkan banjir setiap musim hujan. Di dalam Undang-

Undangan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan 

Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031 telah menerapkan tentang 

bagaimana seharusnya menata ruang dari mulai tanah, permukiman, dan 

lingkungan yang baik untuk menjaga agar tidak terjadi bencana seperti 

banjir atau kerugian yang lainnya yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

Manfaat kelestarian lingkungan hidup termasuk menjaga kelestarian sungai 

merupakan hal yang wajib untuk dijaga untuk generasi kedepan, sehingga 

hasil penelitian ini dapat membantu Pemerintah Daerah, Dinas Terkait, 

Kelurahan dan Kecamatan setempat untuk melakukan penerapan hukum            
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bersama-sama agar dapat menghindari bencana atau kerugian bagi 

masyarakat khususnya, oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dinas 

Terkait wajib berindak dengan tegas terhadap warga masyarakat yang 

melanggar hukum atau ketentuan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 

baik itu didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. 

2. Masyarakat masih belum memahami tentang bagaimana peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2011 Tentang Sungai, yang didalamnya terdapat peraturan mengenai 

sungai, bantaran sungai, sempadan sungai, fungsi sungai, wilayah banjir, 

dan penerapan peraturan hukum lainnya. Penulis telah melakukan observasi 

di beberapa wilayah di Kota Bandung, masih banyak lagi bahkan seluruh 

sungai sudah pasti ada warga masyarakat yang melanggar di kawasan 

wilayah bantaran sungai seakan tidak memiliki rasa bersalah dan akan 

merugikan banyak warga sekitar padahal pemerintah setempat sudah 

menyediakan tempat yang layak untuk ditempati atau dihuni dibandingkan 

tempat kediamannya yang akan menjadi ancaman bencana yang 

membahayakan baik untuk dirinya atau warga lain di sekitarnya. 

B. Saran 

Dalam Kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran dari penelitian 

tentang Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Diatas Bantaran 

Sungai Menurut Undang-Undangan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang 

Sungai kepada beberapa pihak yang memiliki peran penting, diantaranya : 
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1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait 

Pemerintah Daerah Kota Bandung seharusnya mengambil tindakan tegas 

dalam hal Pendirian Bangunan Diatas Bantaran Sungai Cijalupang Di Jalan Taruna 

Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung, jika terus dibiarkan 

maka fungsi sungai akan terus terganggu oleh kekurannya tanah sebagai resapan air 

saaat air sungai naik, serta rawan ancaman bagi kawasan wilayah permukiman 

warga di bantaran Sungai Cijalupang dan mengalami kerusakan yang berdampak 

kepada Wilayah Kelurahan Pasirendah yang mungkin harus segera di sosialisasikan 

dan bertindak secepatnya. Pemerintah adalah ujung tombak utama yang 

mempunyai wewenang terbesaar tentang semua permasalahan ini, jika tidak maka 

akan berdampak pada kerugian kita semua. Sebaiknya Pemerintah langsung saja 

melakukan tindakan tegas terhadap warga masyarakat yang melanggat peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan. Apalagi berdampak kepada sebagian Kota 

Bandung yang akan menghalangi segala aktivitas didalam masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Diatas Bantaran Sungai 

Cijalupang 

Masyarakat tidak boleh lagi ada pembangunan di bantaran sungai di 

Wilayah Daerah Kota Bandung khususnya di Sungai Cijalupang, agar fungsi sungai 

tidak rusak atau terganggu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan akan menimbulkan ancaman bencana yang 

berbahaya bagi kita semua. Kurang kesadaran warga akan semua ini dikarenakan 

kurangnya bersosialisasi dengan pihak pemerintah daerah setempat, jika semua 

bersatu untuk membereskan permasalahan yang ada di wilayah tersebut maka akan 
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dengan cepat bersatu dari mulai Pemerintah Daerah, Dinas Terkait, dan juga warga 

agar dapat memelihara sungai dan jangan membuang sampah kedalam sungai 

karena air sungai akan terhambat dan akan naik atau meluap ke permukaan sungai. 

Maka dari itu masyarakat diharapkan menjalankan dan menaati program 

pemerintah yang sudah ditetapkan, termasuk berpindah tempat tinggal ke rumah 

susun yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Umum (PU) setempat. 
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